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Abstrak

Tindak pidana kelalaian lalu lintas terjadi ketika seseorang melanggar aturan-aturan lalu lintas dan
menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat. Dalam tinjauan yuridis ini, faktor-
faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan pengadilan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN
Tng dan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng. meliputi aturan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang
ada dalam kasus tersebut. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Hasil dari penilitian ini
Terdakwa terbukti salah sah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: 7indak Pidana, Lalu Lintas, Kecelakaan

Abstract

The crime of traffic negligence occurs when someone violates traffic rules and causes an accident that
results in serious injury to the victim. In this juridical review, the factors considered by the court in the
court decisions Number 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng and Number 157/Pid.Sus/2019/PN Tng. includes
the applicable law and the evidence in the case. This research method is using qualitative. The results
of this research proved that the Defendant was legally wrong and was sentenced to imprisonment for
2 (two) years and a fine of Rp. 6,000,000.- (six million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will
be replaced with imprisonment for 2 (two) months.
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PENDAHULUAN

Kendaraan adalah Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh
masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin
banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai
macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi
darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut
dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana
transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transportasi darat merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki
kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Wilayah yang
memiliki jaringan angkutan darat akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat
dibandingkan wilayah yang terisolir. Melihat pentingnya ketersediaan angkutan darat dalam
mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran
tentang kondisi angkutan darat di Indonesia. Publikasi Statistik Transportasi Darat 2020
menyajikan data transportasi darat seluruh provinsi di Indonesia yang bersumber dari
beberapa instansi terkait. Data yang disajikan meliputi data panjang jalan, kendaraan
bermotor, kecelakaan lalu lintas, Surat ljin Mengemudi (SIM), dan angkutan kereta api.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah
membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas
dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini
merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara
bersama- sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terus meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna
kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun
yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas.
Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu
peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Kita tentu mengetahui bahwa setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Surat Izin Mengemudi (SIM) ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan
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mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun, hal ini sudah kurang
mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan
karena dalam kenyataannya banyak pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa
memiliki Surat 1zin Mengemudi (SIM).

Terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan faktor yang sangat
membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Kenyataan
yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak
memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil dan sepeda motor dijalan
raya. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang
belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Pelanggaran dalam
berkendara oleh pengemudi secara otomatis akan menentukan seseorang menjadi tersangka
yang dalam kaitannya dengan kasus pemidanaan. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas,
maka penulis akan mengkaji dan meneliti tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas dengan
jStudi Kasus Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Semi dalam Arsyad (2020:41)
berpendapat, deskriptif kualitatif menggunakan interjeksi di dalam penelitian yang sedang
dilakukan, tidak dengan perhitungan angka. Peneliti menggunakan metode ini, karena sebatas
mengumpulkan data berupa kutipan yang mengandung moral.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari kalimat-kalimat yang terdapat nilai
moral di dalamnya sesuai dengan 4 (empat) bentuk moral, kemudian data diolah berdasarkan
sub nilai moral yang akan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut
menurut kelompok nilai moral yang akan dianalisis. Hasil data analisis yang didapat, dapat
ditemukan hasil penelitian berupa kesimpulan akhir dari proses penelitian berupa simpulan

hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Karena Kelalaian Pelaku
Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Meninggal Dunia
Melalui Upaya Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas
Upaya Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
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wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) huruf tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari

penyidik dan penyidik pembantu.

Terdapat beberapa wewenang, fungsi Kepolisian dan proses penyelesaian tindak pidana

lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

1.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecuali mengenai penahanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib diberikan dengan
pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas,
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib menyerahkan
berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta
barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan
pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat
(1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut

acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan

Copyright @ nama author



pengadilan. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang
dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebesar denda maksimal
yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan
uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan
pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan,
sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda
sebagaimana dimaksud pada ayat yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak
penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan
negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dialokasikan sebagai
insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Penanganan Benda Sitaan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan,
penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak
pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan
benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di
tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor
Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan
negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat
semula benda itu disita.

Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
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angkutan jalan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan

Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat menyebutkan ciri-ciri Kendaraan

Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat harus dilakukan paling sedikit 1 (satu” kali dalam 6 (enam) bulan.

Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setelah

lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara

berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil pengunaan peralatan

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat digunakan sebagai alat bukti di

pengadilan.

Analisis Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng dan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN
Tng

Di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya akan memohon
keringan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya
lagi, dan menyerahkan beberapa surat kepada Hakim Ketua Majelis.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan
mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal
310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang
Mengemudikan kendaraan bermotor
Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)

oA W=

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia
Oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan
dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus

dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Copyright @ nama author



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korbannya
luka berat melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dalam hal penindakan
pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1)
huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang
wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Analisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap kelalaian lalu lintas yang
mengakibatkan korbannya luka berat dalam Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/ 2019/PN Tng. Oleh
karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua
telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut. Dalam persidangan,
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
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maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, sudah pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa yaitu akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan
korban luka-luka. Keadaan yang meringankan yaitu bahwa telah ada perdamaian antara pihak
keluarga korban dengan Terdakwa, serta bantuan biaya pemakaman dan pengobatan para
korban. Majelis Hakim telah tepat dan adil dengan mengenakan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310
ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara sehingga
menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain
meninggal dunia dan mengalami luka berat" dan diputuskan kepada Terdakwa tetap dijatuhi
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan.
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